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bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka
untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, dan para pihak
bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat
Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam rangka
mewujudkan visi Aceh 2025 dan menghadapi perkembangan ekonomi
global, maka dipandang perlu membentuk induk perusahaan (holding
company) Badan Usaha Milik Aceh berupa Perseroan Terbatas Investasi
Aceh sebagai wadah untuk menciptakan dan mendorong Badan Usaha
Milik Aceh, baik yang sudah didirikan maupun yang akan didirikan,
Perusahaan perseroan terbatas yang akan didirikan tersebut bertujuan
untuk melakukan pembinaan terhadap badan usaha milik Aceh yang
berorientasi  bisnis, menjunjung tinggi prinsip good corparate
governance, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan perusahaan
berskala nasional serta internasional, berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang
Pembentukan Perseroan Terbatas Investasi Aceh;

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1956 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006.

Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Pembentukan,
Visi Dan Misi, Maksud Dan Tujuan, Tempat Kedudukan Dan Kegiatan
Usaha, Modal Dan Saham, Pembinaan Dan Pengawasan, Anak
Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Direksi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Komisaris,
Kepegawaian, Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Tahun Buku, Laporan
Keuangan Dan Laporan Kinerja, Penetapan Dan Pembagian Laba Bersih,
Penggabungan, Peleburan Dan Pengambil Alihan, Ketentuan Peralihan,
Ketentuan Penutup.

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011.



